
Mengingat 

Menimbang a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 72 
Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden 
Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur Dan 
Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 
Anggaran 2020 terdapat tambahan Dana Alokasi Khusus; 

b. bahwa dalam rangka untuk melaksanakan Pemilihan 
Kepala Daerah di Kabupaten Purbalingga perlu tambahan 
anggaran hibah; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu mengubah Peraturan 
Bupati Purbalingga Nomor 98 Tahun 2019 ten tang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah beberapa kali 
diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 
2020 tentang Perubahan Keempat Perubahan Kelima Atas 
Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 98 Tahun 2019 
Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2020; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kelima 
Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 98 Tahun 2019 
Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2020; 

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan 
Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 1950 Nomor 42); 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi 
dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana tr ~ubr-,r 
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dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 
tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569); 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Korupsi, 
Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4955); 

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4400); 

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Dan Retribusi Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5049); 

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang 
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 rrr 1 



Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4028); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang 
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4574); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4575); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 
Sistem lnformasi Keuangan Daerah sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 
2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 
56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 
110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5155); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan 
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4585); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4614); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang 
Laporan Penyelenggaraaan Pemerintah Daerah Kepada 
Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban 
Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Dan Informasi Laporan Penyelenggaran Pemerintah Daerah 
Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4093); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata 
Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan 
Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 516/; ~ vi 



21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 
Negara Repu blik Indonesia Nomor 6041); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

23. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33); 

24. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang 
Perubahan Postur Dan Rincian Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 94) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 
2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 
Tahun 2020 tentang Perubahan Postur Dan Rincian 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 
2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 155); 

24. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 
2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga 
Tahun 2019 Nomor 12); 

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah; 

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 
ten tang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 
di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 249); 

27. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 98 Tahun 2019 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga 
Tahun 2019 Nomor 98) sebagaimana telah beberapa kali 
diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Purbalingga 
Nomor 55 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas 
Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 98 Tahun 2019 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten 
Purbalingga Tahun 2020 Nomor 55); I A ~ l 



61.405.000.000,00 

3.413.46s;o,,o~L 
Rp. 

Rp. 

1) Semula 

2) Bertambah 

Rp. (56.518.465.000,00) 

Rpl.882.747.196.000,00 
Jumlah belanja 
setelah Peru bahan 

Surplus/ defisit 
setelah Peru bahan 

3. Pembiayaan 

a. Penerimaan Pembiayaan 

b. Berkurang 

Rp2.095.813.3 l 9.000,00 

Rp 213.066.123.000,00 

a. Semula 

Rp 1.826 .228. 731. 000 ,00 
Jumlah pendapatan 
setelah peru bahan 

2. Belanja 

Rp2.042. 708.319.000,00 

Rp. 216.479.588.000,00 

a. Semula 

b. Berkurang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun 
Anggaran 2020 yang semula berjumlah 
Rp2.104. l 13.319.000,00 berkurang Rp213.066.123.000,00 
sehingga menjadi Rpl.891.047.196.000,00 dengan rincian 
sebagai berikut: 

1. Pendapatan 

Pasal 1 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Purbalingga 
Nomor 98 Tahun 2019 ten tang Penjabaran Perubahan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2020 (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 
Nomor 98) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 55 Tahun 2020 
tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati 
Purbalingga Nomor 98 Tahun 2019 ten tang Penjabaran 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2020 (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 
Nomor 55), diubah sebagai berikut: 
1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi 

se bagai beriku t: 

Pasal I 

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS 
PERATURAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR 98 TAHUN 2019 
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 

MEMUTUSKAN: 



BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2020 NOMOR 60 

U KONTARDI 

Diundangkan di Purbalingga 
pada tanggal 7 Juli 2020 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN PURBALINGGA, 

l~ 

Ditetapkan di Purbalingga 
lpada tanggal 7 Juli 2020 l 
t,_ BUPATI PURBALINGGA, 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 
Purbalingga. 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal II 

2. Ketentuan Lampiran IA, Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV diubah 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran IA, Lampiran II, Lampiran III, dan 
Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Bupati ini. 

Rp. 0,00 

Rp. 56.518.465.000,00 

Rp. 8.300.000.000,00 
Jumlah pengeluaran 
pembiayaan setelah perubahan 

Jumlah pembiayaan netto 
setelah peru bahan 

Sisa lebih pembiayaan anggaran 
Tahun Berkenaan (SiLPA) 

8.300.000.000,00 

0,00 

Rp. 

Rp. 

1) Semula 

2) Bertambah 

b. Pengeluaran Pembiayaan 

Rp. 64.818.465.000,00 
Jumlah penerimaan pembiayaan 
setelah peru bah an 


